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Abstract 
The development of the village is an ongoing effort to oversee the change of relations of the village's political 
economy internally and externally, towards a new village life arrangement that is more democratic, 
independent and fair in line with the principles of good governance. This activity aims to provide knowledge 
and understanding to the village apparatus especially at Sumerta Kelod’s community village, East Denpasar 
District, Denpasar City regarding the implementation of village governance in line with the principles of Good 
Governance. The method of implementing Community Service Activities (PKM) uses the saturated sample 
method for village government officials and purposive sampling for village communities. The results of PKM 
activities from the target side are reached. This can be proven from the number of participants who 
participated in the activity can be said to be successful. From the lecture activities, there was a question and 
answer session which was followed with great enthusiasm by the participants, thus it can be concluded that the 
objectives of this activity were achieved. The achievement of the objectives of the activity in general could be 
said to have been good. This can be shown from the wishes of the Sumerta Kelod Village Head in this modern 
era, the community is expected to be able to keep up with the times, it means that everything done through 
online such as making KTP, KK online lives to the village hall to be signed. It is more efficient in terms of time, 
energy and material. 
Keywords: Principles of Good Governance; Village government 
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I. PENDAHULUAN 
Permasalahan terkait mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan 
prinsip-prinsip good governance antara lain, kebijakan yang dirasakan kurang tepat sasaran dan 
kurang aspiratif, tingkat respon penyelenggara pemerintahan desa belum optimal terhadap berbagai 
persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan melalui perangkat desa dalam hal pelayanan publik yang sejalan 
dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, maka Pengabdian kepada 
Masyarakat (PkM) di desa ini dilaksanakan dengan model pendampingan kepada aparat desa, 
tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Juga 
dilakukan advokasi/pendampingan kepada masyarakat dengan model pemberdayaan melalui kegiatan
-kegiatan diskusi dan ceramah dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
menyangkut hak dan kewajiban mereka di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan 
dengan prinsip-prinsip good governance. 
Pada penelitian sebelumnya, (Safrijal, Basyah, & Ali, 2016) melakukan penelitian di 
Kecamatan Kluet Utara menemukan penerapan prinsip-prinsip good governance daerah tersebut 
belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip 
good governance yang baru diterapkan sejak pertengahan 2015. Masyarakat masih merasa kurang 
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur dan tingkat kedisiplinan aparatur juga masih 
kurang. Mereka juga menyatakan dalam penerapanya belum berjalan dengan efektif, karena kendala-
kendala yang menghambat efektifitas pelayanan. Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-
prinsip good governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur diwaktu 
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jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, kurangya pengawasan dari 
pemerintah dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan. Hasil 
penelitian diatas diperkuat hasil penelitian (Febriani, 2017) yang ditemukan di lokasi berbeda, 
dimana dalam penelitiannya di desa Pagerejo menemukan Hambatan yang dihadapi dalam prinsip-
prinsip good governance berada dari dalam yaitu sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan 
prasarana, sedangkan hambatan dari luar yaitu SDM masyarakat yang tidak memahami secara benar 
pajak bumi dan bangunan. Namun secara keseluruhan, tidak semua desa menunjukan prinsip good 
governance secara negatif. Pada penelitian (Tomuka, 2013) menemukan secara umum pelayanan 
publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Girian Kota 
Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Faktor-faktor yang 
mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik adalah prinsip 
Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif. 
Berdasarkan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, masih banyak ditemukan 
ketidakselarasan antara penerapan prinsip good governance dari setiap daerah, oleh karena itu 
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan tata pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-
prinsip Tata Pemerintahan yang baik terutama di desa komunitas Sumerta Kelod, Kabupaten 
Denpasar Timur, Kota Denpasar. 
II. LITERATURE REVIEW 
Konsep Good Governance 
Saat ini banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan 
pelayanan yang baik dalam mengelola urusan-urusan publik dengan baik dan benar. Namun banyak 
para petinggi daerah yang tidak mengerti bagaimana cara penerapan pemerintahan yang baik dan 
dapat meningkatkan pelayanan secara maksimal dengan cara menggunakan prinsip-prinsip dari good 
governance. Pada dasarnya penerapan konsep good governance yang baik akan menimbulkan 
pemerintahan yang baik, namun ketika good governance tersebut tidak dijalankan dengan baik maka 
pemerintahan tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi kinerja pegawai dan banyak sekali 
terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Governance didefinisikan sebagai the authorittative direction and administration of the affairs 
of men/women in a nation, state, city, etc (Sedarmayanti, 2012), sedangkan United Nation 
Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, 
economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (Sedarmayanti, 2012). 
Kemudian dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber 
daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih 
menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. 
Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan 
yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 
salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya 
aktivitas kewiraswastaan (Wahab, 2002). 
Prinsip-Prinsip Good Governance 
Good Governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) namun karena adanya 
desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada 
korporasi dan manajemen professionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance. Sehingga 
dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, 
fairness, responsibilitas, dan responsivitas. 
United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut 
(Sedarmayanti, 2012): 
Partisipasi (Participation): setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pembuatan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 
kepentinganya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruktif. 
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Aturan hukum (Rule of law): Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang 
status seseorang, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 
Transparansi (Transparency): Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 
Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. 
Daya tangkap (Responsiveness): Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk 
melayani setiap stakeholders 
Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): Good governance menjadi perantara 
kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 
luas baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun dalam prosedur-prosedur. 
Berkeadilan (Equity): Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki 
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.  
Efektivitas dan Efisien (Effectiveness and Efficiency): Proses-proses dan lembaga-lembaga 
sebaik mungkin menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan 
sumber-sumber yang tersedia. 
Akuntabilitas (Accountability): Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, 
dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. 
Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan 
tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 
Visi Strategi (Strategy V ision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif good 
governance dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang 
diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 
Pemerintah Desa 
Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Saparin 
(2006) dalam (Febriyanto, Puspaningrum, & Maryono, 2014) menyatakan Pemerintah desa 
diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), 
mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina 
perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan 
perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai 
peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman 
Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 
Perwujudan Good Governance dalam Pemerintah Daerah dan Desa 
Kemudian dari beberapa pengertian good governance dan karakteristiknya, Joko Widodo 
menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu 
mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, 
maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan 
publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam praktiknya telah merugikan rakyat, 
dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas 
tindakan tersebut. sedangkan sebagai perwujudan konkrit dari implementasi good governance dalam 
pemerintahan adalah (Widodo, 2001): 
Pemerintah diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat. 
Pemerintah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan 
yang berkeadilan. 
Aparatur pemerintah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang 
mencerminkan kedaulatan rakyat. 
Pemerintah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang berkembang dalam 
masyarakat. 
Demikian pula berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus membawa dasar perubahan dalam hak 
keuangan sehingga hal tersebut membawa perubahan keseluruhan dalam aspek kesisteman di 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dan 
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desa). 
III. METODE 
Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam kegiatan ini 
menggunakan metode sampel jenuh terhadap aparat pemerintah desa dan menggunakan purposive 
sampling terhadap masyarakat desa. Selanjutnya dalam memberikan pendampingan/advokasi 
kepada aparat desa digunakan metode FGD (Focus Discussion Group) atau diskusi kelompok terarah, 
sedangkan untuk masyarakat desa metode yang digunakan adalah ceramah, sharing dan diskusi. 
Metode ini digunakan agar konsep-konsep yang penting dapat dimengerti dan dikuasai peserta 
kegiatan dapat tersampaikan dengan baik. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa 
metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar maupun animasi dapat memberikan 
materi yang relatif lebih mudah dan cepat. Materi yang diberikan tentang Good Governance dan 
Pemerintahan Desa. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang kegiatannya dengan menggunakan 
beberapa model pendekatan, yaitu ceramah, FGD, dan sharing dengan cara tatap muka tentang 
Pelaksnaan Pemerintahan Desa yang Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa 
Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dapat berlangsung dengan baik dan 
lancar. Pendampingan melalui kegiatan FGD kepada aparat pemerintah desa dilakukan secara 
insidental berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau mitra, sedangkan kegiatan ceramah, 
sharing dan diskusi dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 September 2018 dari pukul 16.00-18.30 wita. 
Peserta kegiatan berjumlah lebih dari 75 orang (daftar hadir terlampir). 
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim 
pengabdi dengan tema “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Sejalan dengan Prinsip-Prinsip 
Good Governance” disampaikan beberapa sub tema/indikator good governance, antara lain meliputi: 
1) transparasi, 2) partisipasi, 3) penegakan hukum, 4) daya tanggap, 5) orientasi konsensus, 6) 
kesetaraan, 7) efektifitas dan efisiensi, 8) akuntabilitas, 9) visi strategis 
Keterbatasan waktu pertemuan mengakibatkan tidak seluruh materi bisa tersampaikan dengan 
detil. Kegiatan yang diawali dengan ceramah, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sharing. 
Dari kegiatan ini tampak masyarakat belum memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, namun demikian antusiasme peserta dan 
keingintahuan mereka mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat tinggi, akan tetapi kendala yang menghambat 
antusiasme mereka adalah terbatasnnya ruang dan waktu diskusi. Berbagai pertanyaan diajukan 
dengan antusias oleh para peserta dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para 
peserta adalah: 
Partisipasi dalam pengambilan keputusan 
Transparansi dalam pelayanan publik 
Penegakan hukum 
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektuif dan efisien 
Kesetaraan dalam hal politik 
Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sudah dilaksanakan ini diharapkan 
mampu menambah pengetahuan, kemampuan dan kepercayaan mereka (masyarakat) di Desa 
Sumerta Kelod sehingga mereka akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengembangkan diri. 
Hasil kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, 
Kota Denpasar, dengan adanya kegiatan ini akan menambah kemampuan mereka dalam menjalankan 
hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi terutama keterlibatannya 
dalam proses membangun penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip 
good governance. 
Hasil kegiatan dari sisi target terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dapat dikatakan berhasil. 
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Ketercapaian tujuan kegiatan secara umum dapat dikatakan sudah baik, tetapi karena keterbatasan 
waktu yang ada menyebabkan tidak seluruh materi dapat tersampaikan secara rinci.  
Kegiatan ceramah dengan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat. Dari kegiatan ceramah 
dan hasil diskusi setelah penyampaian materi, terjadi sesi tanya jawab yang diikuti dengan sangat 
antusias oleh peserta, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini tercapai. 
Ketercapaian materi pada kegiatan pengabdian ini cukup baik, karena materi telah dapat 
disampaikan. Materi yang telah tersampaikan adalah tentang penerapan tata kelola pemerintahan 
yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Kemampuan peserta yang nampak dari 
penguasaan materi masih dirasa kurang, hal ini dikarenakan waktu yang termasuk singkat dalam 
penyampaian materi dan kemampuan setiap peserta yang berbeda-beda. Jumlah materi yang banyak 
hanya disampaikan dalam waktu beberapa jam sehingga tidak cukup bagi para peserta untuk 
memahami secara lengkap semua materi yang diberikan. 
Sedangkan dari kegiatan advokasi/pendampingan kepada aparat pemerintah desa di Desa 
Sumerta Kelod yang dilaksanakan secara insidental dan telah berlangsung sebelum dilaksanakan 
kegiatan ceramah dengan menggunakan metoda diskusi dengan Kepala Desa dan beberapa 
perangkatnya dapat berlangsung dengan lancar dan komunikatif. Hal ini dapat ditunjukkan dari 
keinginan Kepala Desa Sumerta Kelod di era yang serba moderen ini, masyarakat di harapkan 
mampu mengikuti perkembangan jaman, artinya semua yang dilakukan bisa serba online, contohnya 
bikin KTP, KK itu bisa dengan online tinggal nanti ke balai desa minta tanda tangan saja, jadi lebih 
efisien dan tidak membuang banyak waktu. 
Pemerintahan Desa Sumerta Kelod sudah menerapakan sistem transparasi dalam tata kelola 
pemerintahanya akan tetapi wadah untuk menyampaikan ke semua masyarakat tentang hasil-hasil 
dana yang di peroleh oleh desa dan kegunaanya itu belum optimal, pemerintah Desa hanya 
menyampaikan di dalam rapat yang sering di sebut musrenbangdes, akan tetapi jika ada masayrakat 
yang ingin mengetahui tentang sumber dana dan kegunaanya serta pertanggungjawabannya, 
pemerintah Desa siap menujukannya secara terperinci, akan tetapi secara garis besarnya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Sumerta Kelod sudah dipasang dalam bentuk Baliho maupun dalam 
bentuk lainnya. 
Partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili 
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul 
dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Pemerintah 
Desa Sumerta Kelod selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Sumerta Kelod yaitu 
partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai 
kegiatan atau program desa. Partisipasi masyarakat Sumerta Kelod biasanya di tampung dalam 
sebuah rapat yang di namakan Musrengbangdes. Partisipasi masyarakat di Sumerta Kelod sudah 
cukup bagus artinya dalam proses politik, seperti pemilihan Kepala Desa dan berbagai kegiatan desa 
masyarakat selalu ikut campur di dalamnya contohnya kerja bakti, pembagunan infraktutur desa 
(jalan desa, parit dll). Akan tetapi untuk partisipasi masyarakat di rasa sangat kurang dalam 
pengunaan dana desa hanya orang-orang tertentu yang ikut berpatisipasi di karenakan SDM 
masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak tahu pentingnya berpatisipasi. 
Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor 
yang sangat penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum 
akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good 
governanance tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu 
penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good 
governance. Pemerintahan Desa Sumerta Kelod di rasa tidak ada masalah dalam penegaakan 
hukum yang ada di desa, Pemerintah Desa Sumerta Kelod akan memberi sangsi tegas terhadap 
Perangkat Desa maupun masayrakatnya yang terjerat kasus hukum, Pemerintah Desa Sumerta Kelod 
juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum seperti penyuluhan tentang narkoba dan sexs 
bebas agar masyarakatnya tidak terkena kasus narkoba dan pemerkosaan. Di Desa Sumerta Kelod ini 
penegakan hukum juga di buktikan di acara musrenbangdes bahwa di acara tersebut juga melibatkan 
kepolisian di dalamnya, untuk mengatasi hal-hal yang tidak di inginkan. 
Kesetaraan yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan 
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di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Pemerintahan Desa Sumerta 
Kelod tidak memandang bulu masyrakatnya pemerintah mengangap semua itu sama dalam arti 
memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah Desa Sumerta Kelod tidak pernah 
membedaakan untuk semua pelayan publik kepada masyarakatnya baik itu di bidang politik, 
kesehatan maupun bidang-bidang yang lainya. Pemerintah desa Sumerta Kelod tidak pernah 
membatasi usulan usulan dari warganya, pemerintah desa Sumerta Kelod ini menganggap semua 
warga desanya memiliki hak yang sama. Good governance juga harus didukung dengan asas 
kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara 
sungguh - sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan Desa Sumerta Kelod 
tidak pernah membedakan satu sama lain dalam pelayanan publik, Pemerintahan Desa Sumerta 
Kelod juga tidak pernah memandang setatus orang dalam memberikan pelayanan publik. 
Efektifitas dan efisiensi merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber 
daya yang ada seoptimal mungkin yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi 
output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara. Pemerintahan Desa Sumerta Kelod 
menyediakan Kantor Pelayanan Umum yang berada di balai Desa Sumerta Kelod, kualitas pelayanan 
publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sumerta Kelod sudah cukup baik, pelayanan menjadi 
lebih efektif dan efisien. Pemerintah Desa Sumerta Kelod telah menerapkan optimalisasi SOP 
(Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan 
administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan, pernikahan sudah gratis atau tidak dipungut 
biaya. Pemerintah desa juga membagiakan sembako kepada masyarakat yang dirasa kurang mampu 
satu kali dalam satu bulan. Untuk bidang kesehatan Pemerintahan Sumerta Kelod juga mengadakan 
pos yandu untuk balita dan lansia bagi setiap bulanya dan pengobatan gratis bagi masyarakat desa 
yang terserang penyakit ringan. 
Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan 
keterampilan dan peningkatan pengetahuan serta kapasitas dalam menyelenggarakan pemerintahan 
desa sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini 
selain diukur dari lima indikator yang telah disebutkan sebelumnya di atas, juga dapat dilihat dari 
kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh oleh aparat pemerintah desa 
Sumerta Kelod adalah mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Sedangkan bagi masyarakat 
manfaat yang diperoleh adalah peningkatan pengetahuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya 
terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip good 
governance. 
V. SIMPULAN 
Pertama, penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
desa Sumerta Kelod secara umum telah diterapkan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa masyarakat 
selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Juga adanya peran 
aktif masyarakat dalam seluruh aspek dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi, adanya upaya-upaya kongrit untuk memperjuangkan 
aspirasi masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan 
mengemukakan pendapat.  
Kedua, penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Sumerta 
Kelod telah cukup transparan hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah desa cukup transparan dalam hal 
keuangan salah satunya terbuka tentang besarnya jumlah alokasi dana desa melalui informasi dengan 
pemasangan baliho dan dalam bentuk lain.  
Selanjutnya, penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di desa Sumerta Kelod cukup efektif dan efisien. Yaitu membuahkan hasil sesuai kebutuhan 
masyarakat dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.  
Keempat, penerapan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Sumerta 
Kelod telah melaksanakan pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip gender/kesetaraan. Hal 
ini dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa Sumerta Kelod tidak pernah membedakan satu sama lain 
dalam pelayanan publik, Pemerintahan Desa Sumerta Kelod juga tidak pernah memandang setatus 
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orang dalam memberikan pelayanan publik. 
Kelima, penerapan prinsip rule of law (penegakan hukum) sudah berjalan cukup baik. Hal ini 
dapat dibuktikan di acara musrengbangdes bahwa di acara tersebut juga melibatkan kepolisian di 
dalamnya, untuk mengatasi hal-hal yang tidak di inginkan. Disamping itu, pemerintah desa Sumerta 
Kelod juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum seperti penyuluhan tentang narkoba 
dan seks bebas agar masyarakatnya tidak terkena kasus narkoba dan pemerkosaan.  
Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan dengan 
baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan walaupun belum semua peserta kegiatan 
menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan yang sangat baik 
yang dibuktikan dengan keaktifan peserta mengikuti kegiatan ini dengan tidak meninggalkan tempat 
sebelum waktu pelaksanaan kegiatan berakhir.  
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